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ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji tentang hukum islam terhadap pelaksanaan adat perkawinan di
Desa Pejanggik. Metode penelitian yang dipakai menggunakan pendekatan kualitatif. Data dianalisis
menggunakan analisis Filosofis deskriptif. Hasil penelitian dapat menunjukkan bahwa Islam memandang bahwa
tata cara adat perkawinan di Desa Pejanggik mengandung dua unsur pernilaian, yaitu penilaian dari unsur fositif
dan penilaian dari unsur negatif. Pertama, Penilaian dari unsur fositif yaitu : (a) Akad nikah dilaksanakan
menurut ketentuan ajaran islam, (b) Tujuan dan hikmah perkawinan menurut adat tidak berbeda dengan tujuan
dan hikmah yang terkandung dalam Islam, (c) Perkawinan dilaksanakan atas dasar suka sama suka, bukan ada
unsur paksaan. (d) Pemberian mahar (maskawin) menurut kadar kemampuan laki-laki sehingga tidak
bertentangan ajaran Islam. (e) Mengadakan walimah sehabis agad nikah menurut kemampuan yang ada pada
mereka.

Kata Kunci : Hukum Islam, Adat Perkawinan
ABSTRACT

The purpose of this study was to examine the Islamic law on the for the implementation of marriage customs in
Pejanggik Village. The research method used is a qualitative approach. The data were analyzed using
descriptive philosophical analysis. The results of the study can show that Islam views that the customary
marriage procedures in Pejanggik Village contain two elements of assessment, namely an assessment of
positive elements and an assessment of negative elements. First, the assessment of positive elements, namely:
(a) The marriage contract is carried out according to the provisions of Islamic teachings, (b) The purpose and
wisdom of marriage according to custom do not differ from the goals and wisdom contained in Islam, (c)
Marriage is carried out on the basis of consensual, there is no coercion. (d) Giving dowry (dowry) according to
the level of ability of men so that they do not conflict with Islamic teachings. (e) Hold a walimah after the
marriage contract according to their capabilities.

Keywords: Islamic Law, Marriage Customs
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PENDAHULUAN

Dalam agama Islam pelaksanaan
perkawinan memiliki dasar dan pedoman yang kuat,
baik dari segi tujuan maupun rukun dan syarat
kebolehan. Hal ini dapat terlihat dari Al-Qur’an, Al-
Hadits dan ijtihad para ulama. Di samping itu juga,
di Indonesia masalah perkawinan telah diatur dalam
Undang-Undang perkawinan No. 1/1974 dan
Hukum Materil Islam yakni kompilasi hukum
Islam. (KHI).

Masalah perkawinan adalah merupakan
salah satu jalan untuk memecahkan permasalahan
dalam kehidupan sehari-hari yang berasifat darurat,
sepeti halnya apabila seseorang yang takut
terjerumus ke dalam pelanggaran, jika ia tidak
menikah. Menurut para fugaha secara keseluruhan,
keadaan seperti itu menjadikan seorang tersebut
wajib menikah, demi menjaga kesucian dirinya
yang jalannya adalah dengan cara menikah.

Undang-undang perkawinan No. 1/1974
pasal I menyatakan bahwa “perkawinan
merupakan ikatan lahir bathin antara seorang pria
dengan seorang wanita sebagai sauami istri dengan
tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang
bahagian dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang
Maha Esa.

Menurut pasal 2 ayat (1) UU. No. 1/1974
menyatakan bahwa “perkawinan adalah sah
apabila dilakukan menurut hukum masing-masing
agamanya dan kepercayaannya itu”. Kemudian
penjelasan pasal 2 ayat 1 itu menjelaskan bahwa
“dengan perumusan pasal 2 ayat (1) ini, tidak ada
perkawinan di luar hukum masing-masing
agamanya dan kepercayaannya itu termasuk
ketentuan perundang-undangan yang berlaku bagi
golongan agamanya dan kepercayaannya itu.
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Sepanjang tidak bertentangan atau ditentukan lain
dalam undang-undang ini.

Selain pasal 2 ayat (1) tersebut diatas,
syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan,
dimana syarat tersebut merupakan syarat mutlak
yang harus dipenuhi bagi seorang yang hendak
melaksanakan perkawinan. Sebagaimana diatur oleh
pasal disamping undang-undang perkawinan No.
1/1974, yaitu
a. Perkawinan itu harus didasarkan atas

persetujuan kedua calon mempelai

b. Untuk melangsungkan perkawinan seorang
yang belum mencapai umur 21 tahun (dua
puluh satu) tahun harus mendapatkan izin
kedua orang tua.

c. Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua
telah meninggal dunia atau dalam keadaan
tidak mampu menyatakan kehendaknya maka,
izin yang dimaksud ayat (2) pasal ini cukup
diperoleh dari orang tua yang masih hidup.

d. Dalam hal kedua orang tua telah meninggal
dunia atau tidak dapat menyatakan
kehendaknya maka izin diperoleh dari idah
atau orang yang memelihara, mempunyai
hubungan darah dengan garis keturunan ke atas
selama masih hidup.

e. Dalam hal ada perbedaan pendapat antara
orang-orang tersebut dalam ayat (2), 3 dan 4,
atau salah seorang atau lebih dari mereka tidak
dapat menyatakan  kehendaknya, = maka
pengadilan dalam daerah hak tempat tinggal
orang yang melangsungkan perkawinan atas
permintaan orang tersebut dapat memberi izin
setelah lebih dahulu mendengar pendapat
orang-orang tersbut dalam ayat 2 dan 4 pasal
ini.
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Berkaitan dengan hal tersebut diatas, di
dalam khil komplikasi hukum Islam, pasal 16 ayat
(1) dan (2) di jelaskan sebagai berikut:

a) Perkawinan didasarkan atas persetujuan calon
mempelai

b) Bentuk persetujuan calon mempelai wanita,
dapat berupa pernyataan tegas dan nyata dapat
berupa tulisan, lisan, atau isyarat tetapi dapat
juga berupa diam dalam arti selama tidak ada
penolakan yang tegas.

Melihat permasalahan yang agak berat untuk
dapat melangsungkan perkawinan bagi seorang
didalam surat An-Nur ayat (32) di jelaskan Dasar
(dalil) yang tegas untuk pelaksanaan perkawinan,
surat An-Nur ayat 32 tersebut berbunyi:

O d&)5 Kol b Guallially 2K Y1 1A
oslale Al s Dy aliad G A gk gl 08 160K

(32
Artinya:

“Dan  kawinlah  orang-orang yang
sendirian diantara kamu dan orang-orang
sholeh diantara hamba-hambamu yang
laki-laki dan hamba-hambamu yang
perempuan, jika mereka miskin Allah akan
memberikan kemampuan kepada mereka
dengan kerunianya.”

Namun kenyataan yang terjadi di dalam
masyarakat pada umumnya, termasuk sebagian
masyarakat yang ada di desa sakra kecamatan sakra,
lebih-lebih masyarakat adam adalah melaksanakan
perkawinan sering kali disalah gunakan, sehingga
batasan-batasan ataupun ketentuan-ketentuan yang
ada di dalam undang-undang pekawinan dan di
dalam Al-Qur’an sering diabaikan. Disamping itu
juga, karena sebagian masyarakat menganggap
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bahwa ketentuan adatlah yang harus dipatuhi dan
ditaati setiap melaksanakan perkawinan atau acara-
acara lainnya tanpa memperdulikan ketentuan-
ketentuan dan batasan-batasan yang ada dalam
hukum agama maupun hukum yang diterapkan
pemerintah.

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas
maka penulis merasa tertarik untuk mengkaji (1).
lebih mendalam tentang tata cara pelaksanaan adat
perkawinan yang selama ini berlaku khususnya bagi
masyarakat Desa Sakra; (2). sejauh mana hukum
Islam itu dapat diterapkan di lingkungan masyarakat
Desa Sakra dalam proses pelaksanaan perkawinan;
dan (3). sejauh mana peran serta pemuka agama,
pemuka masyarakat dan pemuka adat dalam upaya
memberikan penerangan tentang pelaksanaan
perkawinan di lingkungan masyarakatnya.

. METODELOGI PENELITIAN

A. Desain Penelitian
Dalam penelitian ini pendekatan yang
digunakan adalah pendekatan kualitatif, karena
lebih bersifat berskriptif yaitu melukiskan
variabel atau kondisi yang ada dalam suatu
situasi  dan  penelitian  ini  cenderung
menggunakan analisis induktif (berawal, dari

faktor-faktor kemudian dikaitkan dengan
referens).
Dalam penelitian ini, menggunakan

pendekatan kualitatif karena : pendekatan dalam
penelitian ini berorientasi pada gejala-gejala
yang bersifat alamiah, karena orientasinya
demikian, maka sifatnya matunalistik dan
mendasar atau bersifat kealamiah serta tidak
bisa dilakukan di Laboratorium melainkan di
lapangan.
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B. Sumber Data

Data adalah informasi yang dapat dalam
penelitian atau yang di cari oleh peneliti selama
mengadakan penelitian sedangkan sumber data
maksudnya disini adalah darimana data atau
informasi itu di dapatkan.
Menurut Arikunto, sumber data itu
adalah “Subyek darimana, data dapat diperoleh.
Apabila peneliti menggunakan orang, maka
sumber data tersebut responden, yaitu orang
yang akan merespon atau menjawab pertanyaan
peneliti baik pertanyaan tertulis ataupun lisan
(Suharsimi, 2002).
Dari teori diatas, peneliti dapat
disimpulkan bahwa sumber data adalah dari
mana data atau informasi itu di peroleh. Adapun
sumber data pada penelitian ini ialah :
1. Pejabat pemerintah atau pegawai pencatat
nikah yang berkompeten di desa sakra Kec.
Sakra.
2. Tokoh-tokoh masyarakat.
3. Tokoh Agama
4. Adapun data yang akan dikumpulkan ialah :
a) Pelaksanaan  perkawinan  berdasarkan
hukum adat

b) Penerapannya, bagi masyarakat Yyang
melaksanakan perkawinan baik dari sudut
hukum adat saja maupun gabungan antara
hukum adat dengan hukum Islam.

C. Prosedur Pengumpulan Data

Prosedur pengumpulan data adalah
langkah-langkah atau metode yang digunakan
dalam mendapatkan data. Ketepatan metode
yang akan digunakan oleh suatu penelitian
ilmiah adalah merupakan faktor, pendukung
terhadap keberhasilan penelitian.

e-1SSN: 2797-3204

Untuk  memperoleh  data  yang
diperlukan dalam penelitian ini maka peneliti
menggunakan beberapa metode dalam proses
pengumpulan data.

Adapun metode yang dipergunakan
dalam mengumpulkan data dilapangan adalah
metode observasi dan wawancara.

1. Metode Observasi.

Observasi adalah metode pengumpulan
data dimana peneliti mencatat informasi
sebagaimana yang peneliti saksikan selama
penelitian, penyaksian terhadap penelitian
peristiwa-peristiwa itu bisa berupa melihat,
mendengarkan, merasakan, yang kemudian
diatas subyektif mungkin (Gulo, 2004).

Sehubungan dengan peneliti  yang
menggunakan metode observasi, peneliti
mengamati secara langsung, gejala-gajala
yang tampak dalam masyarakat yang
berkaitan dengan akibat kesalahfahaman
terhadap praktik adat perkawinan dan
terkadang menyimpang dari hukum Islam.

Metode observasi digunakan oleh
peneliti dalam rangka memperoleh data
tentang praktik adat perkawinan Itu dilihat
dari tidah Islam, masyarakat Desa Sakra
Kec. Sakra, Kab. Lotim.

2. Metode Wawancara.

Wawancara adalah “sebuah dialog yang
dilakukan oleh pewawancara yang tidak
berstruktur”. Metode ini penulis gunakan
agar data yang kurang jelas bida ditanyakan
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langsung kepada responden, sehingga data
yang diperoleh lengkap dan valid.

Peneliti mengadakan ~ wawancara
dengan pejabat atau pegawai pencatat nikah
yang berkompeten di desa Sakra dan tokoh-
tokoh masyarakat yang melaksanakan
perkawinan adat istiadat sedangkan data
yang ingin diperoleh melalui penelitian ini
adalah data tentang.

a) Kesadaran masyarakat terhadap
perlunya, penyesuaian hukum adat
dengan hukum islam dalam proses
perkawinan pada khususnya dan pada
semua acara-acara Yyang lain pada
umumnya di desa sakra kecamatan
Sakra, kabupaten Lombok Timur.

b) Respon masyarakat dalam menerima
ketentuan yang ada dalam tidak Islam
jika tidak ditentukan tidak dibenarkan
dalam adat di Desa Sakra Kecamatan
Sakra Kabupaten Lombok Timur.

Dampak pelaksanaan adat
perkawinan yang tidak sesuai dengan tidak

Islam di Desa Sakra Kec. Sakra Kabupaten

Lombok Timur.

D. Keabsahan Data

Untuk memperoleh data atau data yang
valid, menurut moleong ialah dengan cara
perpanjang keikutsertaan, ketekukan
pengamatan, triangulasi (pangecekan),
pemeriksanaan sejawat melalui diskusi analisis
kasus negatif, kecakupan refrensi dan uraian
rinci (Lexy, 2004).

Dari sejumlah teknisis di atas maka
dalam penelitian ini peneliti membatasi pada
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tehnik ketekunan pengamatan dan refresensi
yang cukup.
1. Ketekunan Pengamatan.

Guna mengupayakan keabsahan data
atau temuan maka peneliti memerlukan
suatu ketentuan dengan tujuan untuk
menghindari data yang diperoleh tidak
benar dari mengatakan yang sebenarnya
atau fakta. Dengan pengamatan yang teliti
dan tekun maka data yang didapat benar-
benar valid.

2. Refrensi Yang Cukup

Refrensi, atau bahan bacaan yang
lengkap dalam suatu penelitian merupakan
bahan pembanding terhadap cara atau
temuan dilokasi penelitian kemampuan
peneliti di dalam membandingkan temuan-
temuan dilapangan dengan  refrensi
merupakan suatu upaya untuk mewujudkan
keabsahan data, makin banyak refrensi
yang dimiliki maka makin cepat di peroleh

bahan pembanding dalam
mengkonsultasikan data dan temuan
dilapangan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pandangan Islam Tentang Pelaksanaan Adat

Perkawinan Di Desa Sakra Kecamatan Sakra
Kebupaten Lombok Timur.

Tata cara pelaksanaan perkawinan di
desa sakra pada umumnya tidak ada
pertentangan, sebab dari berbagai tata cara
pelaksanaan adat itu mengandung nilai-nilai
susila yang maknanya cukup bila ditinjau dari
berbagai aspek kehidupan dalam masyarakat.

Masyarakat islam desa sakra mengakui

bahwa memang adat perkodinan yang
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dilaksanakannya itu memiliki nilai-nilai positif
terutama sekali dalam perkawinan. Mengapa
perkawinan itu harus dilakukan dengan cara
didirikan atau dicuri hal ini mengandung makna
yang positif dimana cara tersebut wajar terjadi
bagi mereka yang berkhendak untuk kawin,
karena selama dalam pacaran dia tidak pernah
saling bertemu dan agaknya sangat sulit untuk
bertemu dengan pacarnya itu karena orang
tuanya selalu menjaga, jadi selama dalam
pacaran benar-benar saling menghargai tanpa
ada hubungan bebas sama sekali supaya orang
tua tidak memarahi anaknya, kalau diadakan
secara meminang seperti yang terdapat dalam
islam, maka dicurilah jalan terbaik. Dan dalam
melakukan pencurian semata-mata tidak seperti
mencuri hewan tetapi ada seorang wanita dari
pihak laki-laki yang ikut mencuri sebagai teman
wanita yang dicuri.

Oleh karena itu kesimpulan dari tata cara
pelaksanaan adat perkawinan yang berlaku di
Desa sakra tidak ada yang menyalahi aturan
agama lIslam, sebab dari masing-masing tata
cara itu mengandung nilai kesopanan yang
tinggi walaupun menurut penilaian orang yang
belum mengetahui adat itu secara jelas
menganggap hal itu sangat jelek dan tidak ada
persamaannya sama sekali dengan Islam.

Hal itu diungkapkan oleh seorang tokoh
agama yang menyatakan bahwa : Bagi mereka
yang belum mengetahui dan memahami benar-
benar tentang makna yang terkandung dalam
tata cara pelaksanaan perkawinan menurut adat
tentu tidak terlepas dari berbagai dugaan, tetapi
tidak sejelek seperti dugaan mereka. Oleh sebab
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itu ditelaah secara mendalam agar makna dari
berbagai seluk beluk adat perkawinan itu
memahami artinya, maksud dan tujuan dari
perkawinan itu. Insya Allah sama dengan
ketentuan yang terdapat dalam Islam. Memang
istilah itu bisa-bisa saja berbeda tetapi belum
tentu tujuannya berlainan. Sebagai seorang
sasak asli atau masyarakat Desa Sakra
seluruhnya sasak asli tidak bisa memakai Istilah
lain selain istilah yang berlaku menurut bahasa
mereka.

Bertitik tolak dibeberapa keterangan
diatas, dan ditambah lagi dengan beberapa
informasi lainnya yang juga datangnya dari
masyarakat setempat mengakui bahwa adat
perkawinan didesa Sakra telah berjalan menurut
apa yang di khendaki Islam begitu juga halnya
dengan 12 Dusun Desa sakra yang pernah
penulis wawancarai pada Tgl 28 Juni 2006
Kebetulan pada.

“Masalah tata cara adat perkawinan di
desa sakra sudah positif dapat diterima oleh
seluruh masyarakat sebab di pandang sebagai
hukum yang kuat walaupun tidak ada bukti-
bukti tertulis yang dipegang oleh masing-
masing anggota masyarakat tersebut. Akan
tetapi dengan keharusan budi pekerti para orang
tua terdahulu yang pengetahuan agama islamnya
itu masih kurang tetapi kebaikan budi pekerti
mereka, yang masih tercermin sampai sekarang
benar-benar di pegang oleh setiap orang. Adat
istiadat orang tua terdahulu yang pengetahuan
agamanya masih kurang ternyata sanggup
berbuat dan meninggalkan bekas yang patut di
contoh. Tatakrama (Ssopan santun) yang
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ditetapkan dalam perkawinan mengandung tangga bahagiam tanpa mengganggu orang
beberapa pokok penting antara lain : tua.

) ) 3. Agad nikah, selama ini bila ada pengantin
1. Muda mudi yang berpacaran tidak ada

kebebasan untuk berlaku bebas, sehingga
nampak kesopanan dalam berpacaran itu.
Dimana mereka yang berpacaran masing-
masing mempunyai utusan (subandar) yang
diperintah untuk menyampaikan sesuatu
yang dikhendaki keduanya. Tidak terjadi
bagi mereka yang berpacaran itu suatu
pertemuan ditempat relaksi atau tempat-
tempat lain yang tersembunyi. Tetapi selama
dalam pacaran pihak laki-laki harus
mendatangi perempuan calon isterinya itu
tidak tersinggung. Dalam persoalan ini tidak
ada pertentangan sebab bertemu dengan
wanita ada aturan aturan tertentu maka
dalam adat terdapat ketentuan semacam itu.
Begitu juga tata cara pemalingan
(pencurian) atau melarikan wanita ada
waktu malam bukan ~ semata-mata
mengandung unsur negatif tetapi bermakna
atau mengandung unsur yang positif dimana
seorang perempuan Yyang berhajat kawin
dengan seorang laki-laki merasa malu untuk
memberitahukan orang tuanya. Dan begitu
pula kalau diberitahu tentunya tidak
diperbolehkan, apalagi kalau diminta secara
terang-terangan akibat dari permintaan yang
dilakukan secara terang-terangan itu orang
tua jelas tidak memberikan apalagi ada,
unsur ketidak senangan mereka terhadap
laki-laki calon menantunya itu, oleh karena
berbagai pertimbangan dilarikan cara terbaik
bila mana antara keduanya sudah saling
mencintai dan sanggup membentuk rumah

yang akan diagad tentunya seluruh keluarga
pihak laki-laki dan beberapa keluarga pihak
perempuan diundang untuk menghadiri agad
nikah tersebut. Caranya pun tidak ada
perbedaan dengan ketentuan-ketentuan yang
berlaku dalam Islam. Bila mana agad nikah
telah selesai diihraskan maka secara
langsung diadakan zikiran dan ditutup
dengan doa kemudian selanjutnya diadakan
hidangan sekedarnya kepada para tamu yang
hadir ketika itu.

. Pelaksanaan terakhir dari tata cara adat

perkawinan di Desa sakra adalah dengan
mengadakan pesta yang terdiri dari tiga
tingkatan : ada yang dengan cara sederhana
sekali, ada yang sedang atau atau menengah
dan ada pula yang secara berlebih-lebihan.
Rupanya di sinilah letak pertantangan
dengan ajaran islam. Sebab mereka yang
melaksanakan pesta perkawinan secara
berlebih-lebihan. Rupanya disinilah letak
pertantangan dengan ajaran Islam. Sebaba
mereka  yang melaksanakan pesta
perkawinan secara berlebih-lebihan itu
sering menimbulkan hutang bagi
pelaksanaannya. Begitu juga harta benda
yang diperkirakan bisa di makan untuk satu
tahun bisa habis untuk beberapa hari saja.
Akibatnya kedua mempelai kalau sudah
selesai pesta sering terjadi pertengkaian
karena kekurangan nafkah dan lain
sebagainya. Namun  demikian tidak
seluruhnya  masyarakat Desa  Sakra
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melaksanakan pesta yang berlebih-lebihan
itu melainkan hanya beberapa orang saja.
Demikian itulah beberapa persoalan
yang terjadi dalam proses pelaksanaan adat
perkawinan di desa Sakra di tinjau dari segi
positifnya tetapi kalau di tinjau lagi dari segi
yang negatif maka terdapat pula pelaksanaan
adat itu dengan cara yang bersifat di adakan atau
mengada adakan dengan melakukan
penyimpangan dari ketentuan adat yang asli.
Beberapa tahun ini terlihat dalam masyarakat
tertentu yang mencoba menimbulkan adat baru
yang kelihatannya yang menyimpang dari
ketentuan adat yang asli seperti Kalau terjadi
perkawinan maka kesempatan bagi orang tuanya
melakukan permintaan kepada pihak laki-laki
yang sifatnya cukup memberatkan terutama bagi
pihak keluarga (orang tua) laki-laki yang
dimintai oleh orang tua perempuan sejumlah
uang yang bisa mencapai ratusan ribu ke atas.
Gejala semacam ini bila dibiarkan maka adat
leluhur yang demikian tindih (halus) budi
bahasanya itu akan rusak begitu saja tanpa
adanya pihak-pihak masyarakat lainnya yang
akan mau memberi saran atau teguran.

Selama penulis mengadakan
penyelidikan dari beberapa aspek adat yang
akan menimbulkan nilai-nilai negatif itu
memang terdapat kenyataan-kenyataan yang
demikian, dimana sebagai orang tua yang sama
sekali tidak memikirkan akibat anaknya bila
nanti setelah mulai membentuk rumah tangga,
tentunya anak yang dijadikan isteri oleh laki-
laki yang dimintai itu akan timbul rasa malu
dengan suaminya, apalagi permintaan itu
bersifat memaksa sedangkan dalam adat yang
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asli berlaku tidak dijumpai ketentuan yang
demikian.

Sebagai bukti bahwa segi-segi negatif
yang timbul akibat beberapa orang tua yang
ingin merubah adat yang telah lama berlaku itu
menjadi adat yang baru dan mengandung
penekanan-penekanan yang memiliki unsur
paksaan diperolen keterangan pada waktu
mengadakan penelitian dimana unsur-unsur
yang demikian itu disebabkan karena :

a) Kebanyakan para pemuda Desa sakra
beberapa tahun ini menjadi tenaga kerja
yang berpenghasilan cukup lumayan,
sehingga kalau mereka sudah pulang dari
bumi rantauan dimana ia bekerja itu
dianggap membawa uang cukup banyak,
sehingga kalau melakukan perkawinan
dengan seorang gadis dikampungnya, tentu
orang tua bertindak dikala permintaan wali.
Orang tua  perempuan  mempersulit
pemberian walinya sebelum ada jaminan
yang diminta. Dalam ajaran islam memaksa
seseorang apalagi calon menantu untuk
berbuat sesuatu yang tidak mungkin dapat
dilakukan maka islam melarang keras hal
itu. Bila ditinjau dari adat asli desa sakra hal
itu melanggar ketentuan adat akibatnya
dicela masyarakat banyak.

b) Masih terdapat dalam anggota masyarakat
memaksa anaknya agar kawin dengan
pilihan orang tuanya yang sama sekali tidak
menaruh cinta bagi anaknya, orang tua
menentukan pilihan untuk calon suami bagi
anaknya karena ada hal-hal tertentu
misalnya, karena laki-laki itu kaya,
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B. Usaha-Usaha

akibatnya percekcokan dalam rumah tangga
sering terjadi.

c) Sebab yang ketiga adalah masih terdapat
dalam anggota masyarakat yang
mengadakan pesta secara berlebih-lebihan
tanpa memikirkan akibat yang timbul
dibelakang hari.

d) Masih terdapat dalam anggota keluarga yang
kurang memperhatikan keperluan rumah
tangga untuk penghidupan istri dan anak-
anaknya.

e) Terdapat didalam anggota masyarakat yang
melakukan perkawinan itu dari pihak wanita
meminta mahan yang tidak bisa dijangkau
oleh suaminya dikala melakukan agad nikah.
Demikianlah ~ beberapa  uraian  yang

menyangkut tentang pandangan islam terhadap
tata cara pelaksanaan adat di desa sakra yang
ditinjau dari segi nilai-nilai adat yang bersifat
fositif dan tidak ada pertentangan dengan
hukum islam dan nilai-nilai adat yang
mengandung nilai-nilai yang tidak terdapat
pertentangan dengan ketentuan hukum yang
berlaku dalam Islam, dan ketentuan hukum yang
berlaku dalam pelaksanaan adat perkawinan.

Menanggulangi Adat
Perkawinan Yang Kurang Sesuai Dengan
Ajaran Islam.

Usaha yang penulis maksudkan disini
adalah kegiatan dari para tokoh agama, tokoh
masyarakat, dan tokoh adat serta seluruh aparat
desa setempat untuk mengadakan suatu
penekanan terhadap masyarakat agar tata cara
pelaksanaan adat perkawinan itu tidak
berlebihan-lebihan dan tidak pula dikurangi.
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Adapun usaha-usaha yang dilakukan
untuk menanggulangi masalah perkawinan
yang tidak sesuai atau kurang sesuai dengan
ajaran islam dapat dilakukan, melalui dua cara,
yaitu :

1. Usaha yang bersifat preventif.
2. Usaha yang bersifat refressif.

Dengan kedua cara yang dilakukan itu
Insya Allah akan dapat mewujudkan suatu
khendak yang dapat dipastikan memperoleh
langkah-langkah yang baik, dalam
meningkatkan pengertian, pemahaman dan
pengamatan masyarakat baik pengamalan
dibidang ajaran agama dan pengamatan di
bidang ketentuan adat yang berlaku yang sesuai
menurut ketentuan dalam Islam.

a. Usaha yang bersifat preventif meliputi;
Pertama, Mengadakan penyuluhan hukum
oleh tokoh — tokoh agama dan adat; Kedua,
Mengadakan ceramah-ceramah keagamaan
sehabis sholat; Ketiga, Mengadakan jaminan
sosial; Keempat, Meningkatkan
perkumpulan — perkumpulan keagamaan;
Kelima, Peningkatkan pengajian-pengajian
keagamaan; Keenam, Mengadakan ceramah
— ceramah pada waktu pertemuan pengantin.

b. Usaha Yang Bersifat Refrensif.

Dalam mengulangi hal-hal yang bersifat
refrensif ini kepala desa setempat bersama
dengan para tokoh agama dan tokoh
masyarakat serta tokoh adat membuat
undang-undang desa yang mengandung
ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

1) Bagi para orang tua yang nikahi anaknya
oleh lelaki yang satu desa sekampung
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atau tetangga kampung  supaya
mempermudah cara-cara perkawinannya
jangan mempersulit wali bila
khendaknya tidak di penuhi. Sebagai
warga desa yang baik harus saling
menghargai, menghormati, dan
mempermudah hal-hal yang berlaku
menurut adat maupun menurut islam.

2) “Bagi siapa yang melakukan pencurian
di desa Sakra harus memenuhi aturan-
aturan adat, supaya keaslian adat Desa
sakra harus benar-benar mencerminkan
kesopanan yang tinggi. Jangan sampai
adat unsur-unsur baru yang timbul dalam
masyarakat yang mengakibatkan
kerugian  bagi  pihak-pihak  yang
melaksanakan perkawinan”.

Dengan cara-cara atau usaha-usaha yang
dilakukan oleh para tokoh agama, tokoh
masyarakat dan tokoh adat serta aparat desa
setempat telah mendapatkan sambutan yang
positif dari masyarakatnya. Hal itu terbukti
dengan adanya keterangan-keterangan dari
beberapa masyarakat setempat mengatakan
bahwa : “Dengan usaha-usaha yang telah
ditempuh oleh kepala desa. Dan para tokoh
agama, tokoh masyarakat dan tokoh adat
telah memberi penilaian yang positif bagi
para orang tua dan para remaja terutama
sekali yang menyangkut masalah tata cara
pelaksanaan perkawinan yang memang
benar-benar harus diperhatikan”.

Demikianlah beberapa uraian yang
berkenaan dengan usaha-usaha
menanggulangi pelaksanaan adat
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perkawinan yang kurang sesuai dengan
ajaran Islam.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan
bahwa peranan pemuka agama, pemuka
masyarakat dan pemuka adat telah
membawa pengaruh yang positif dalam
kehidupan masyarakat setempat.

V. SIMPULAN
1. Tata cara pelaksanaan adat perkawinan di Desa

Sakra ada yang sesuai menurut ketentuan
ajaran agama islam, dan ada yang kurang
sesuai yaitu : adat istiadat yang semata-mata
timbul  karena kebiasaan yang bukan
berdasarkan ketentuan ajaran Islam.

Islam memandang bahwa tata cara adat
perkawinan di desa sakra mengandung dua
unsur pernilaian, yaitu penilaian dari unsur
fositif dan penilaian dari unsur negatif.
Usaha-usaha menanggulangi penyimpangan —
penyimpangan adat perkawinan itu, para aparat
desa, tokoh agama, dan tokoh masyarakat, dan
tokoh adat mengadakan penyuluhan —
penyuluhan hukum, ceramah-ceramah,
keagamaan ditiap — tiap masjid / langgar,
pengajian umum, jaminan sosial perkumpulan
perkumpulan keagamaan dan mengadakan
nasehat-nasehat  perkawinan setiap ada
pengantin.
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